BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Problem hukum yang timbul dari pengaturan mengenai keberadaan Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang seperti halnya Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Seiring dengan perkembangan dalam setiap bidang kehidupan manusia terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam perkembangannya bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam, seiring dengan perkembangan jaman tersebut berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh badan hukum atau korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara yang lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut diantara adalah tindak pidana korupsi; penyuapan (bribery); penyelundupan imigran; perbankan, perdagangan gelap narkotika; perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; pencurian; penipuan; terorisme dan berbagai kejahatan kerah putih, kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilakan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya
. 
Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber perolehan harta kekayaan tersebut, sehingga yang dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking system) dan karena semakin pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan pun juga yang membuat sektor ini menjadi lahan yang empuk bagi para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan memanfaatkan bank untuk mengaburkan asal usul kejahatan karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan tersebut pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, upaya untuk mengaburkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang (money laundering). 
Karena kesulitan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam melacak tindak pidana pencucian uang tersebut, menjadikan tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang menarik perhatian dunia dalam hal pencegahan dan pemberantasannya, seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia pun melakukan upaya-upaya untuk mencegah maupun memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang, salah satu upayanya adalah dengan merumuskan suatu peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laundering ), yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 kemudian karena perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional serta karena disadari bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 sehingga diubah kembali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu upaya lain yang dilakukan Indonesia tercermin dengan adanya lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia (BI) yang tugas dan fungsinya diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tersebut.
Sebelum PPATK beroperasi secara penuh pada tanggal 20 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan, bahwa :

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Selanjutnya didalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang bank Indonesia disebutkan bahwa :

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen,dan dibentuk dengan undang-undang. 

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”

Didalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa:

“Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.”

Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank tersebut, salah satu upaya untuk meminimalisasi pencucian uang adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh dunia perbankan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko dalam penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).

Pengaturan tentang penerapan prinsip KYC terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan telah disusunnya dan dinyatakan berlaku Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Selanjutnya setelah dirumuskannya dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK diatur sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, mengenai tugas PPATK diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:
“ PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang ”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sebagai berikut:
“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakssud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”
Fungsi dari PPATK dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal sebagai berikut:
a. mengenai fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dijabarkan dalam pasal 41, yaitu:

“ (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

a.   meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;

c.   mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;

d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;

e.    mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum international yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

f.    menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti Pencucian Uang; dan

g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasaian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berkaitan dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) huruf b tersebut, pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah dikeluarkan peraturan:

· Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
· Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;

· Keputusan Kepala PPATK Nomor 13/1.02.2/PPATK?2?08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Berdasarkan pasal 98, keputusan-keputusan Kepala PPATK tersebut tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
b. mengenai fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, dijabarkan dalam pasal 42, yaitu:

“ Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.”
Menurut penjelasan pasal 42 yang dimaksud dengan “menyelenggarakan sistem informasi” adalah:

· membangun, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi;

· membangun, mengembangkan dan memelihara infra struktur jaringan computer dan basis data;

· mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;

· menyimpan, memelihara data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;

· menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;

· menfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri;dan
· melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

c. mengenai fungsi pengawasan terhadap kepatuhan PIhak Pelapor, dijabarkan dalam Pasal 43, yaitu:

“ Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara Pelaporan bagi PIhak Pelapor;

b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

e. memberikan peringatan kepada PIhak Pelapor yang melanggar kewajiban Pelaporan;

f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan

g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Penagtur.”
Pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dikeluarkan peraturan sebagai berikut:

· Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

· Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
· Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan;

Keputusan-keputusan Kepala tersebut diatas berdasarkan Pasal 98 masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dijabarkan dalam pasal 44, yaitu:
“ (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil, analisis PPATK;

d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;

f. menerima laporan dan/ atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;

h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;

k. mengadakan kegiatan administrative lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;dan

l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2)  Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. “

Selain kedua lembaga tersebut diatas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengatur Pencucian Uang selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  terdapat pengaturan mengenai lembaga lain, yaitu Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut tidak seperti halnya pengaturan terhadap PPATK, mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang serta akuntabilitas LPP tersebut tidak diatur secara jelas. Pengaturan mengenai LPP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diantaranya terdapat didalam ketentuan yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

“ (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa;

(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Kewajiban menrapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat: 

a.  Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan                       Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c.  Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana pendanaan terorisme; atau

d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

(4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menetapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat: 

a.  Identifikasi Pengguna Jasa;

b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan

c.  Pemantuan Transaksi Pengguna Jasa.

(6) Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.”
Pengaturan seperti halnya pada pasal 18 ayat (6) tersebut juga diatur kembali di dalam pasal yang mengatur mengenai wewenang PPATK, yaitu di dalam pasal 43 huruf g disebutkan PPATK berwenang menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki LPP. Kemudian didalam penjelasan pasal 40 huruf c yang menyebutkan bahwa pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK. Selain itu juga di dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.
Menurut hemat penulis pengaturan mengenai LPP di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tersebut tidak serasi dengan pengaturan mengenai PPATK karena pada dasarnya wewenang yang dimiliki oleh LPP sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut juga sama dengan wewenang yang dimiliki oleh PPATK dan dengan tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang LPP dapat memunculkan kebingungan serta memunculkan berbagai pertanyaan seperti: bagaimanakah kedudukan LPP dalam rangka pelaksanakaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang? Dan apa tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki LPP jika mengenai beberapa fungsi dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang yang dapat dilakukan oleh LPP seperti pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dan penetapan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor tersebut dapat diserahkan bahkan dilakukan oleh PPATK? Sehingga dengan kata lain dapat disebutkan tidak ada suatu kepastian hukum dalam pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang LPP padahal seperti telah dijelaskan sebelumnya LPP tersebut di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor, namun didalam undang-undang tersebut justru tidak dijabarkan secara jelas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh LPP bahkan seperti telah dijelaskan diatas kewenangan yang dimiliki oleh LPP tersebut telah diemban oleh lembaga lain, yaitu PPATK dan wewenang PPATK tersebut telah dijabarkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Seiring dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah, sehingga pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh BI, PPATK dan LPP tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan menjadi mudah untuk dilaksanakan. 
Maka dari itu suatu kepastian hukum didalam peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan karena seperti yang diungkapkan oleh Budiono Kusumohamidjojo di dalam bukunya yang berjudul “Ketertiban Yang Adil : Problematik Filsafat Hukum”, yaitu selagi para penegak hukum berdebat semakin intens mengenai esensi dari keadilan dan sementara itu organisasi penegak hukum semakin terbelit dalam kompleksitas prosedur penegakan hukum, masyarakat malahan tidak memperoleh kepastian hukum dan keadilan bahkan juga tidak sekedar suatu ketertiban umum.
 Sehingga dalam hal ini bagaimana penegak hukum dapat melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang secara optimal dan ketertiban umum dapat tercapai, bila pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terutama mengenai tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh BI, PPATK dan LPP dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang disusun secara kompleks atau tidak jelas.
3.2 Pengaturan mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan PPATK, BI dan LPP terhadap tindak pidana pencucian uang pada masa mendatang.
Upaya yang dilakukan Indonesia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang selain merumuskan peraturan perundang-undangan, yaitu yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2010 dan upaya lainnya adalah dengan adanya lembaga yang mengemban tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, yaitu BI dan PPATK serta di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 juga diatur mengenai lembaga lain yaitu LPP, namun seperti telah dibahas dalam sub bab sebelumnya pengaturan mengenai LPP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat mengakibatkan kebingungan karena ketidakpastian hukum dalam pengaturannya, yaitu selain tidak diatur secara jelas mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang LPP serta wewenang LPP dalam pengawasan kepatuhan dan penetapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dapat diserahkan dan dilakukan oleh PPATK. 
Pembahasan mengenai perundang-undangan berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (penal policy), seiring dengan pendapat Marc Ancel, kebijakan hukum pidana adalah: “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.

Menurut A. Mulder kebijakan hukum pidana dipadankan dengan istilah strafrechtspolitiek, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kemudian menurut Sudarto penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto pun menulis bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Pengertian kebijakan hukum pidana (penal policy) diatas jika dicermati berkaitan erat dengan pembaharuan hukum atau penal reform. Barda Nawawi Arief melihat upaya pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya termasuk bidang penal policy yang merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy dan social policy. Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach).

Pembaharuan hukum pidana ditinjau dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ( policy oriented approach) salah satunya adalah upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum. Memperbaharui substansi hukum merupakan bagian dari kebijakan pembentukan perundang-undangan pidana maupun undang-undang administratif bersanksi pidana sehingga dikatakan sebagai kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan kebijakan legislatife atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional.

Ide-ide para pembuat undang-undang tersebut, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  adalah sebagai berikut:

Dalam naskah akademik tersebut dikemukakan permasalahan dalam kerangka pembaharuan hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat membuka peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil kejahatannya.
2.  Adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai TPPU yang berlaku sekarang ini, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Karena itu, perlu aturan hukum di bidang TPPU yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau “celah hukum” (loopholes); 
3. Pada umumnya penanganan TPPU tidak terlepas dari tindak pidana asalnya. Penyidikan tindak pidana asal dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh Polri. Mengingat banyaknya tindak pidana asal yang terkait dengan TPPU, maka penanganannya memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar sesama penyidik dari berbagai instansi dimaksud. Untuk menghindari hambatan-hambatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan TPPU tersebut perlu perluasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan TPPU agar pemberantasan TPPU lebih efektif dan efisien;
4.  Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang belum diatur secara jelas dan tegas. Untuk itu perlu penataan ulang kewenangan dari setiap pelaksana UU TPPU;
5. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan standar internasional. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan formulasi perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan menyesuaikan “international best practice”;
6. Ketentuan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme tersebar di beberapa konvensi internasional. Dengan telah diratifikasinya beberapa konvensi internasional dimaksud maka diperlukan adanya harmonisasi perundang-undangan yang terkait;
7.  Peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU belum optimal karena keterbatasan tugas dan kewenangan serta sumber daya manusia yang dimiliki;
8. Peraturan perundang-undangan yang mengatur TPPU belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi pentrasiran, penyitaaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Untuk itu perlu diperkenalkan mekanisme pentrasiran dan penyitaan serta perampasan aset hasil kejahatan melalui gugatan perdata.

Mengenai permasalahan pada point 7, dilakukan pembahasan sebagai berikut:
Momentum revisi UU TPPU perlu dimanfaatkan untuk melakukan revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan PPATK sehingga keberadaan dan peranan PPATK selaku ”focal point” dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Format kelembagaan yang dirancang harus tetap mengacu pada ”international best practice” yang dalam masyarakat internasional dikenal dengan sebutan ”Financial Intelligence Unit” (FIU). Adapun fungsi, tugas dan kewenangannya juga harus memenuhi ”standar minimum” yang telah ditentukan oleh 40+9 FATF recommendations. Pengembangan organisasi PPATK harus disesuaikan dengan kebutuhan domestik dalam mencegah dan memberantas TPPU serta membantu penegakan hukum lainnya. Kebijakan formulasi perundang-undangan yang baru harus dapat merumuskan secara jelas dan tegas fungsi PPATK, yaitu melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sehubungan dengan hal tersebut perlu pula dirumuskan dengan jelas tugas-tugas yang diemban PPATK dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan. 

Pada hakikatnya, ada 5 (lima) tugas utama PPATK yang terkait dengan fungsinya, yaitu:
1. melakukan upaya pencegahan TPPU;
2. melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
4. melakukan analisis laporan dan informasi serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya kepada penyelidik; dan
5. melakukan penyelidikan TPPU dan meneruskannya kepada penyidik tindak pidana asal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, perlu dirumuskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PPATK sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksankan secara efektif, diantaranya:

1. Untuk melaksanakan tugas pencegahan TPPU, PPATK perlu diberikan kewenangan antara lain untuk:

(i) mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan instansi terkait;
(ii) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU;
(iii)  mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU;
(iv) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
(v) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

2.  Untuk melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi, PPATK perlu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem informasi yang antara lain meliputi:

(i)  membangun, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi;
(ii) membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;

(iii) mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
(iv)  menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data; 

(v)  menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
(vi) memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri atau luar negeri; dan
(vii) melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

3.  Untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain:

(i) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
(ii) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
(iii) melakukan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor;
(iv) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
(v) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; 

(vi) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
(vii) menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

4.  Untuk melaksanakan tugas analisis laporan dan informasi, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain:

(i)  meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;

(ii) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;

(iii) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

(iv) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

(iv) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam atau luar negeri; dan

(vi) memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi.

5. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan TPPU, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain:
(i) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
(ii) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
(iii) mencari keterangan dan barang bukti;
(iv) melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap Transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media;
(v) menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan Transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan Hasil Tindak Pidana;
(vi) menghentikan sementara Transaksi atas beban rekening yang diketahui atau diduga untuk menampung hasil tindak pidana pencucian uang;

(vii) memblokir Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;

(viii) meminta informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal;

(ix) meneruskan hasil penyelidikan kepada penyidik; dan

(x) mengadakan tindakan lain yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penataan kelembagaan ini pula, perlu ditetapkan dasar dan arah “restrukturisasi atau reorganisasi“ kelembagaan PPATK sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang akan berkembang. Sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan inteligen di bidang keuangan, maka perlu diperjelas kedudukan dan status Kepala sebagai penanggung jawab lembaga yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Sementara Wakil Kepala bertugas membantu Kepala dan menjalankan tugas sebagai Kepala apabila Kepala berhalangan. Oleh karena itu jumlah Wakil Kepala cukup 1 (satu) orang dengan tugas utama membantu Kepala dalam mengkoordinasikan kegiatan seluruh deputi. Revisi UU TPPU juga diharapkan dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kunjung tuntas karena adanya kendala perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti belum ditetapkannya Kepala PPATK sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk mengangkat pegawai PPATK. Sementara itu, mengingat pelaksanaan tugas PPATK yang bersifat khusus, perlu dikembangkan manajemen SDM yang berbasis meritokrasi. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengembangan manajemen SDM tersebut perlu diamanatkan oleh Undang-Undang dengan menyebutkan secara langsung jenis peraturan perundang-undangannya. Begitupun dengan susunan organisasi dan tata kerja PPATK perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perlaksanaan.
Sebagai perbandingan, dalam praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (Forty Reccomendations) dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dalam rekomendasi ke enambelas disebutkan, bahwa: If Financial Institutions suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspision to the competent authorities. Rekomendasi tersebut tidak menyebutkan “competent authorities” yang dimaksud. 
Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial Intelligence Unit (FIU). FIU adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan organized crime yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan isu pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (crossborder).

 Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa negara. Australia misalnya memiliki AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (Financial Crime Intelligence Network)yang dikenal sebagai financial intelligence unit di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Di wilayah Asia Tenggara pun terdapat lembaga yang sejenis, yaitu AMLO (Anti Money Laundering Office) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, Suspicious Transaction Reports Office (STRO) Singapura pada tahun 2000 serta The Office of Anti Money Laundering di Filipina sejak tahun 2001, dan di Indonesia sendiri telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Egmont Group
  pengertian Financial Intelligent Unit adalah          “ a central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering”.
Dalam praktek internasional ada empat jenis FIU, yaitu

a. Police model, model Kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), Slovakia (OFIS), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura), Di sini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan.

b. Judicial Model, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukankepada kantor kejaksaan Agung untuk diproses;
c.  Model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada joint police/judicial unit institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark.

d. Administrative model, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan, seperti Austrac (Australia), Fintrac (Canada), Fincen (USA) atau di bawah Bank Sentral seperti di Malaysia atau di bawah Financial Service Authority seperti di Jepang.

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain.

Mengacu pada keempat format di atas, status financial intelligence unit sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas financial intelligence unit serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki. 

Tugas pokok financial intelligence unit secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT Group adalah sebagai berikut :
a. menerima laporan suspicious transaction reports dan currency transaction reports dari pihak pelapor;
b. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini financial intelligence unit mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.
Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya financial intelligence unit setidaknya memiliki kewenangan
 :

a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
b.  memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
c.  memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
d. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
e. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
f. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data privacy dan data protection.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan financial intelligence, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, financial intelligence unit wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup
 :

a. suspicious transaction reports (STR) yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
b. suspicious transaction reports (STR) yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
c.  permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
d. keterangan yang dibuat oleh financial intelligence unit atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
e. transaksi dalam jumlah besar;

Suatu financial intelligence unit biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu financial intelligent unit PPATK juga telah melaksanakan fungsi yang demikian, yang mana fungsi tersebut diatur di dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang PPATK menurut hemat penulis telah dirumuskan dan disusun sesuai dengan ide-ide para pembuat undang-undang yang tercantum didalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga telah sesuai dengan tujuan dari didirikannya PPATK, yaitu PPATK sebagai suatu financial intelligence unit melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum, sehingga untuk pengaturan terhadap PPATK sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut di masa depan seyognyanya dirumuskan secara jelas sehingga tidak lagi memunculkan kebingungan dalam pemaknaannya, dalam hal ini dengan tidak merumuskan lembaga lain yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sama dengan PPATK, serta kembali memperkuat fungsi PPATK karena sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 PPATK telah dirumuskan sebagai sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, hal tersebut menurut hemat penulis perlu dilakukan untuk mencegah kebingungan mengenai lembaga mana yang seharusnya mengemban tugas, fungsi dan wewenang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga keberadaan dan peranan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan tujuan hukum dari dirumuskannya suatu hukum positif atau perundang-undangan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diharapkan dapat tercapai.
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